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	Abstrcak 


Kota Palembang sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia memiliki tingkat mobilitas dan kemacetan lalu lintas yang tinggi, sehingga efektivitas Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) menjadi faktor penting dalam menjamin kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Namun, kerusakan APILL yang terjadi secara berulang di berbagai titik Kota Palembang menimbulkan gangguan arus kendaraan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi political will Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perhubungan dalam pengelolaan kerusakan APILL serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penanganannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data mengacu pada lima dimensi political will menurut Brinkerhoff, yaitu inisiatif, prioritas, penegakan hukum, mobilisasi dukungan, dan keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa political will pemerintah telah diwujudkan melalui penerapan sistem pemantauan SIRUM/ATCS, penyusunan skala prioritas perbaikan, serta koordinasi lintas instansi. Namun, implementasinya belum optimal karena keterbatasan cakupan sistem pemantauan, ketidakkonsistenan penentuan prioritas, serta lemahnya penegakan standar operasional prosedur. Selain itu, political will pemerintah masih bersifat situasional dan belum terinternalisasi sebagai agenda prioritas berkelanjutan. Hambatan utama meliputi faktor lingkungan, usia perangkat, kerusakan non-teknis, keterbatasan sumber energi, serta proses birokrasi dan koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan political will secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan APILL yang lebih efektif dalam mendukung keselamatan dan kelancaran lalu lintas di Kota Palembang.
Kata Kunci: Dinas Perhubungan, APILL, Palembang, Political Will, Pengelolaan, Lalu Lintas.
	Abstract


Palembang City, as one of the metropolitan cities in Indonesia, experiences high levels of mobility and traffic congestion, making the effectiveness of traffic signal devices (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas / APILL) crucial for ensuring traffic flow and safety. However, recurring damage to APILL at various locations in Palembang has disrupted traffic movement and increased the risk of traffic accidents. This study aims to analyze the implementation of the local government’s political will through the Palembang City Transportation Agency in managing APILL damage, as well as to identify factors affecting the effectiveness of its management. The study employs a descriptive qualitative approach using a case study method. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation review. Data analysis refers to the five dimensions of political will proposed by Brinkerhoff, namely initiative, prioritization, law enforcement, mobilization of support, and sustainability. The findings indicate that the government’s political will has been reflected in the implementation of the SIRUM/ATCS monitoring system, the establishment of repair priority scales, and inter-agency coordination. Nevertheless, the implementation has not been fully optimal due to limited monitoring coverage, inconsistencies in determining repair priorities, and the weak enforcement of standard operating procedures. In addition, the government’s political will tends to be situational and has not yet been fully internalized as a sustainable priority agenda. The main constraints include environmental factors, aging equipment, non-technical damage, limited energy sources, and bureaucratic and coordination challenges. Therefore, strengthening political will on a sustainable basis is necessary to achieve more effective APILL management in supporting traffic safety and flow in Palembang City.
Keywords: Transportation Agency, APILL, Palembang, Political Will, Management, Traffic.
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PENDAHULUAN 
Kemacetan lalu lintas merupakan persoalan serius yang dihadapi oleh hampir seluruh kota besar di Indonesia, termasuk Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan data TomTom Traffic Index, Palembang menempati peringkat ketiga sebagai kota dengan tingkat kemacetan tertinggi setelah Jakarta dan Surabaya. Kondisi ini menjadi perhatian penting karena tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan akses transportasi perkotaan (Ningrum, 2023). Pengelolaan lalu lintas di wilayah perkotaan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai. Infrastruktur transportasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga berperan penting sebagai penopang aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang dikelola dengan baik akan mempermudah akses terhadap berbagai sumber daya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.(Kurniawan & Aminata, 2023) Salah satu infrastruktur yang memiliki peran strategis dalam pengaturan lalu lintas adalah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL). Keberadaan APILL berfungsi sebagai pengatur arus kendaraan sekaligus menjamin kelancaran dan keselamatan lalu lintas di kawasan perkotaan. Namun demikian, efektivitas APILL tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, melainkan juga sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan pengelolaannya.(Hifdzul & Refa, 2024) pengelolaan APILL di kawasan perkotaan menghadapi berbagai tantangan. Di beberapa titik, kondisi APILL belum sepenuhnya berfungsi secara optimal, sehingga berpotensi memengaruhi kelancaran arus lalu lintas. Situasi ini seiring dengan meningkatnya volume kendaraan di wilayah perkotaan, yang secara alami menuntut pengelolaan lalu lintas yang semakin adaptif dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya koordinasi yang berkesinambungan antara berbagai pihak terkait dalam pengelolaan transportasi perkotaan aspek kebijakan publik, upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan lalu lintas dapat dipahami sebagai bagian dari proses penyesuaian terhadap dinamika perkotaan yang terus berkembang. Berbagai langkah seperti pengaturan lalu lintas, pemeliharaan infrastruktur, serta penyesuaian kebijakan dilakukan sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, kemauan politik (political will) pemerintah daerah berperan sebagai landasan dalam mendukung keberlanjutan kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. (Mirza, 2023) Kondisi APILL yang belum optimal di beberapa lokasi dapat berdampak pada kepadatan lalu lintas, tingkat keselamatan pengguna jalan, serta efisiensi waktu tempuh. Dari sudut pandang sosial, situasi ini menjadi perhatian bersama karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan masyarakat dalam menggunakan ruang publik. Oleh sebab itu, pengelolaan infrastruktur lalu lintas perlu terus diarahkan pada upaya perbaikan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan umum. Pengelolaan lalu lintas dan infrastruktur pendukungnya juga memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Regulasi tersebut menekankan pentingnya penyediaan dan pemeliharaan sarana lalu lintas, termasuk APILL, guna mendukung keselamatan serta kelancaran arus kendaraan. (Pakiding, 2024) Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai kemauan politik (political will) pemerintah daerah dalam pengelolaan infrastruktur publik menjadi relevan untuk dilakukan. Menurut (Brinkerhoff, 2010) political will dapat dipahami sebagai komitmen pemerintah dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencapai tujuan kebijakan tertentu. Dalam pengelolaan APILL, political will berperan sebagai faktor pendukung dalam mewujudkan sistem lalu lintas yang lebih tertib dan aman bagi masyarakat (Adzmi, 2024)

METODE
	Penelitian ini Menggunakan Metodologi kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh berupa kata-kata tertulis, lisan, maupun perilaku yang diamati secara langsung di lapangan. Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini Adalah berupa analisis kata-kata, gambar, dan angka, semuanya di kumpulkan akan menjadi kunci terhadap subjek yang di teliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di Kota Palembang dalam kaitannya dengan aspek political will pemerintah daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, kebijakan, serta dinamika pengambilan keputusan, bukan pada pengukuran kuantitatif semata. Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Palembang, khususnya pada beberapa titik persimpangan jalan yang memiliki APILL dan teridentifikasi mengalami gangguan fungsi atau membutuhkan perhatian pengelolaan. Pemilihan lokasi dilakukan secara mempertimbangkan intensitas lalu lintas serta relevansinya dengan tujuan penelitian. (Ramadhan, 2025)  Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi APILL dan situasi lalu lintas di lokasi penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan yang dianggap memiliki keterkaitan dengan pengelolaan lalu lintas, seperti pihak pemerintah daerah, aparat terkait, serta masyarakat pengguna jalan, guna memperoleh pandangan dan pengalaman mereka secara objektif. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa regulasi, laporan resmi, arsip kebijakan, serta data lain yang relevan dengan pengelolaan APILL. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, laporan instansi terkait, serta literatur ilmiah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, tema, serta keterkaitan antara kebijakan pengelolaan APILL dan aspek kemauan politik pemerintah daerah. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik, sehingga hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat validitas yang baik. (Palazzolo, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN
	Bagian hasil dan menguraikan secara rinci klasifikasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Lampu Lalu Lintas (APILL) di Kota Palembang. Uraian ini bertujuan memberikan gambaran utuh mengenai kondisi yang ada, mulai dari aspek teknis hingga aspek pengelolaan. Setelah itu, fokus pembahasan akan diarahkan pada analisis Kemauan Politik (Political Will) Pemerintah Kota Palembang, khususnya Dinas Perhubungan sebagai aktor kunci dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Untuk mengukur kemauan politik secara objektif, penelitian ini menggunakan indikator teori Brinkerhoff. Melalui kerangka ini, penelitian menggali lima aspek penting: pertama, inisiatif kedua prioritas pemerintah dalam menangani permasalahan lalu lintas, ketiga, pelaksanaan penegakan hukum, keempat mobilisasi dukungan dari pemangku kepentingan lain, kelima pilihan kebijakan spesifik yang ditempuh dalam pengelolaan APILL yang keberlanjutan usaha dari komitmen yang telah ditetapkan. Keseluruhan analisis ini disusun untuk mengetahui sejauh mana Political Will pemerintah dalam menjamin fungsi dan tata kelola APILL yang efektif di Kota Palembang. Pendekatan ini diharapkan mampu menunjukkan bahwa penyelesaian kemacetan dan keselamatan lalu lintas. tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas komitmen politik dan kebijakan publik dalampengambilan Keputusan yang diterapkan untuk kebaikan Bersama. 

A. Political Will Pemerintah Kota dalam Pengelolaan Kerusakan APILL di Kota    Palembang 
	Bahwa pengelolaan kerusakan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di Kota Palembang merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas perkotaan. APILL memiliki peran strategis dalam mengatur arus kendaraan, khususnya pada persimpangan dengan tingkat kepadatan tinggi. Oleh karena itu, kondisi dan keberfungsian APILL menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang transportasi.pemerintah daerah menunjukkan upaya pengelolaan APILL melalui beberapa indikator utama, yaitu inisiatif, penetapan prioritas, dan mobilisasi dukungan. Dari sisi inisiatif, Dinas Perhubungan Kota Palembang telah memanfaatkan sistem pemantauan berbasis teknologi, seperti penerapan sistem pengawasan lalu lintas terintegrasi, untuk mendeteksi gangguan APILL secara lebih cepat dan terkoordinasi. Pemanfaatan teknologi ini mencerminkan adanya langkah proaktif dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lalu lintas. dari aspek prioritas, pemerintah daerah melakukan penanganan kerusakan APILL berdasarkan tingkat urgensi dan dampak terhadap kelancaran serta keselamatan lalu lintas. Penentuan prioritas tersebut mempertimbangkan kondisi teknis perangkat, intensitas arus kendaraan, serta potensi risiko di lokasi tertentu. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya rasional dan terencana dalam pengambilan keputusan kebijakan. mobilisasi dukungan juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan APILL. Pemerintah daerah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung tertib lalu lintas. Kerja sama lintas instansi dan dukungan masyarakat berkontribusi dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan pengelolaan APILL. hasil penelitian menunjukkan bahwa political will pemerintah Kota Palembang dalam pengelolaan kerusakan APILL telah tercermin melalui upaya pengawasan, penentuan prioritas, dan koordinasi kelembagaan. Meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek keberlanjutan dan pemerataan, langkah-langkah yang dilakukan menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur lalu lintas sebagai bagian dari pelayanan publik.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan APILL di Kota Palembang
	Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengelolaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di Kota Palembang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan dalam proses pengelolaan infrastruktur lalu lintas perkotaan. Faktor teknis menjadi salah satu aspek yang memengaruhi pengelolaan APILL. Kondisi fisik perangkat, usia penggunaan, serta pengaruh lingkungan seperti cuaca dan intensitas pemakaian berperan terhadap keberfungsian APILL. Faktor teknis ini memerlukan pemantauan dan pemeliharaan secara berkala agar perangkat dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung kelancaran lalu lintas. Selain faktor teknis, faktor perencanaan dan administrasi turut berpengaruh dalam pengelolaan APILL. Proses perencanaan, penganggaran, serta penjadwalan pemeliharaan menjadi bagian penting dalam memastikan keberlanjutan fungsi APILL. Penentuan skala prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan kondisi lapangan, sehingga penanganan dapat dilakukan secara bertahap dan terencana. Faktor kelembagaan juga memengaruhi pengelolaan APILL, terutama dalam hal koordinasi antarinstansi terkait. Kerja sama antara pemerintah daerah, aparat lalu lintas, dan pihak pendukung lainnya berperan dalam menjaga keteraturan lalu lintas, khususnya saat dilakukan perbaikan atau penyesuaian sistem di lapangan. Koordinasi yang baik membantu memastikan bahwa kebijakan dapat berjalan selaras dengan kondisi nyata di masyarakat. faktor sosial turut berkontribusi dalam pengelolaan APILL. Tingginya mobilitas masyarakat serta volume kendaraan yang terus meningkat menuntut sistem lalu lintas yang adaptif. Partisipasi masyarakat, baik melalui kepatuhan terhadap aturan lalu lintas maupun penyampaian informasi terkait kondisi di lapangan, menjadi masukan penting dalam proses evaluasi pengelolaan APILL. faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan APILL di Kota Palembang mencakup aspek teknis, perencanaan, kelembagaan, dan sosial. Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut menjadi dasar penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan APILL secara berkelanjutan, sehingga dapat mendukung terciptanya lalu lintas yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

KESIMPULAN
	Penelitian ini menyimpulkan bahwa Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) merupakan bagian penting dari sistem lalu lintas perkotaan yang berperan dalam mendukung keteraturan, kelancaran, dan keselamatan pengguna jalan. Pengelolaan APILL di Kota Palembang menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam penyediaan pelayanan publik di bidang transportasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) merupakan bagian penting dari sistem lalu lintas perkotaan yang berperan dalam mendukung keteraturan, kelancaran, dan keselamatan pengguna jalan. Pengelolaan APILL di Kota Palembang menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam penyediaan pelayanan publik di bidang transportasi. bahwa pengelolaan APILL melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan, meliputi faktor teknis, perencanaan, kelembagaan, serta kondisi sosial lalu lintas. Seluruh aspek tersebut menunjukkan perlunya penyesuaian dan pemeliharaan secara bertahap agar fungsi APILL dapat berjalan secara optimal sesuai dengan dinamika mobilitas perkotaan. pengelolaan APILL di Kota Palembang mencerminkan adanya perhatian dan upaya berkelanjutan dalam mendukung sistem lalu lintas yang tertib dan aman. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan akademik dalam pengembangan kebijakan dan pengelolaan infrastruktur lalu lintas ke depan, tanpa mengesampingkan prinsip kolaborasi dan kepentingan bersama antara seluruh pemangku kepentingan.
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